
 BUPATI  BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/23/ORG TAHUN 2026

TENTANG

KELANGKAAN PROFESI BAGI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bungo  Sebagai
Pemangku  Jabatan  Pimpinan  Tertinggi  di  Pemerintah
Kabupaten merupakan bagian dari Kelangkaan Profesi;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati  tentang  Kelangkaan  Profesi  Bagi  Sekretaris
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Tengah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956
Nomor 25)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1965  tentang  Pembentukan
Daerah  Tingkat  II  Sarolangun  Bangko  dan  Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2003 Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  292,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 4                               1 / 4



-2-

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,   Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah   beberapa  kali,  terakhir  dengan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja
Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor  41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaga  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2023  tentang
Aparatur  Sipil  Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor  114,  Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5887),  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017 tentang
Manajemen  Pegawai  Negari  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 63,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017 tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor  68,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;; 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor  42,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor 6322);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2019  tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 77,  Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
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14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6718);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  34  Tahun  2011  tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2020  tentang
Pedoman  Analisis  Jabatan  dan  Analisis  Beban  Kerja
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2020  Nomor
26);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020
tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif  dan/atau
Tunjangan  kepada  Pejabat  atau  Pegawai  yang
melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 870);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2020  Nomor
1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287
Tahun  2024  tentang  Tata  Cara  Persetujuan  Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur  Sipil  Negara  Di  Lingkungan  Pemerintah
Daerah;

20. Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2024  tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta
Struktur  Organisasi  Perangkat  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI  TENTANG  KELANGKAAN  PROFESI
BAGI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
2026.

KESATU : Kelangkaan Profesi bagi Sekretaris Daerah selaku Pemangku
Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Kabupaten Bungo
Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2025.

  Ditetapkan di Bungo
  pada tanggal, 9 Februari 2026
 
  BUPATI BUNGO,

    ${ttd}

  DEDY PUTRA
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